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Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)
dalam Perspektif Syariat Islam

M. Sholihin Noor’

Abstract: Human being is a God'’s creation (the Al-
mighty) that has basic right called human basic right to
guarantee the existence of their values and prestiges
and environment harmonization. The God also gives
human being the freedom to manage and to take care
the entire world responsibly in order to get the prospe-
rity. Therefore, there are a forbidden of discrimination
based on sex, race, and religion. Eventhough, this is not
noticed by shariat. but international convension had
admitted as a part of basic human right.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia (HAM), hak-hak dasar,
dan Syariat Islam.

MANUSIA adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha
Esa yang telah dianugerahi hak dasar yang disebut hak
asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat
kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.
Tuhan juga memberikan keleluasaan kepada manusia
untuk mengemban tugas mengelola dan memelihara
alam semesta dengan penuh tanggung jawab untuk
menciptakan kesejahteraan bagi dirinya. Beranjak dari
hal tersebut di atas, manusia dapat mengembangkan di-
ri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejah-
teraan hidupnya, baik sebagai pribadi maupun sebagai
warganegara, dalam mengembangkan diri berperan
dan memberikan sumbangan bagi kesejahteraan hidup
manusia. Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat
hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manu-
sia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-
Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilin-
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dungi oleh negara, hukum,
pemerintah, dan setiap orang
demi kehormatan serta perlin-
dungan harkat dan martabat
manusia.! Selain hak asasi,
manusia juga mempunyai ke-
wajiban dasar antar manusia
yang satu terhadap yang lain
dan terhadap masyarakat se-
cara keseluruhan dalam kehi-
dupan bermasyarakat, ber-
bangsa dan bernegara. Kewa-
jiban manusia jika tidak dilak-
sanakan dengan baik, maka
tidak memungkinkan terlaksa-
na dan tegaknya HAM. HAM
harus berjalan seiring dengan
kewajiban dan tanggung ja-
wab asasi. Hak-hak asasi se-
mata-mata tanpa kewajiban-
kewajiban akan mendatang-
kan kekacauan, sebaliknya
kewajiban-kewajiban  tanpa
hak-hak asasi akan menim-
bulkan kebekuan.?

Sejarah Munculnya HAM
Pada pertengahan abad
ke-19 M melalui kedatangan
orang-orang Barat di negara-
negara Asia, khususnya Je-
pang, telah memperkenalkan
konsep moderen mengenai
HAM melalui para diplomat,
pedagang, misionaris, dan
konsultan teknis yang datang
ke negara tersebut. Hal ini bu-
kan berarti pemikiran menge-
nai kemanusiaan tidak ada. Di
bawah pengaruh Budhisme,
Confusianisme, dan nilai-nilai
tradisional Jepang, penguasa
Jepang secara tradisional
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memperlakukan rakyatnya
dengan penuh perhatian dan
simpati, bahkan di pengadilan
kriminal tertuduh biasanya ti-
dak diperlakukan dengan bu-
ruk, tetapi diperlakukan seca-
ra manusiawi.

Ketika bangsa Amerika,
Inggris, Prancis, Belanda, Ru-
sia, dan Jerman datang ke Je-
pang dengan membawa pe-
mikiran moderen mereka me-
ngenai HAM, mula-mula me-
reka mendesak agar orang-
orang asing diperlakukan de-
ngan mengadakan kapitulasi
tersendiri. Yaitu jika kejahatan
dilakukan orang-orang Barat
di Jepang tidak dibawa ke pe-
ngadilan Jepang, melainkan
dibawa ke konsul mereka sen-
diri untuk diadili agar huku-
mannya menjadi ringan.?® Di
samping itu mereka meminta
agar dihargai pula hak mereka
untuk bebas beragama, berge-
rak, mengungkapkan penda-
pat, dan bekerja.

Tuntutan itu disetujui Je-
pang melalui perjanjian persa-
habatan, perdagangan, dan
navigasi yang dilakukan ma-
sing-masing negara Barat.’
Atas dasar perjanjian di atas,
maka pemerintah Meiji secara
bertahap menerapkan konsep
HAM kepada penduduk Je-
pang. Sehingga pada masa
pemerintahannya telah diben-
tuk konstitusi Jepang mode-
ren pada 1889 dengan dican-
tumkannya sejumlah hak dan
kebebasan bergerak, beraga-
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ma, dan pers serta hak untuk
memiliki barang.

HAM Bersifat Universal

Dalam pandangan dunia
internasional HAM bersifat
universal, hal ini telah diru-
muskan dalam Deklarasi Uni-
versal HAM PBB (Universal
Declaration of Human Rights)
tahun 1948.Akan tetapi sesuai
dengan kebutuhan masyara-
kat yang semakin berkem-
bang, di mana kepastian hu-
kum terhadap pemenuhan
hak-haknya harus benar-be-
nar tegas dan rinci, maka ja-
minan HAM dianggap tidak
cukup. Karena hal ini dido-
rong oleh meningkatnya ge-
jala individualisme di kala-
ngan masyarakat moderen di
berbagai negara di dunia. Me-
reka menuntut agar HAM me-
reka dijamin secara tegas dan
rinci dalam peraturan hukum.

Di tingkat internasional
HAM juga berkembang, yakni
tidak hanya hak mereka seba-
tas sebagai warganegara dari
suatu negara, melainkan men-
cakup seluruh masyarakat di
berbagai negara di dunia. Pa-
da gilirannya mereka akan
menuntut standar perlindu-
ngan yang sama di mana pun
mereka berada. Atas dasar
itulah, perjanjian konvensi de-
klarasi internasional tentang
HAM dirumuskan, dengan
maksud untuk menyeragam-
kan standar perlindungan
HAM di seluruh dunia.
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Perjanjian-perjanjian in-
ternasional di bidang HAM ini
dibentuk dalam perlindungan
PBB dan perjanjian ini diber-
lakukan seluruh negara yang
menjadi anggota PBB, bah-
kan walaupun ada negara
yang tidak ikut menandata-
ngani berbagai instrumen
HAM.

Hal ini dijadikan dasar
hukum pertanggungjawaban
internasional atas pelanggaran
HAM menurut Piagam PBB.
Sesuai dengan Pasal 1 Pia-
gam PBB:. Untuk mencapai
kerja sama internasional da-
lam memecahkan permasala-
han-permasalahan internasio-
nal yang bercirikan ekonomi,
sosial, kebudayaan atau ke-
manusiaan, dan dalam mem-
promosikan dan menggalak-
kan penghormatan pada hak
asasi manusia dan kebebasan-
kebebasan dasar bagi semua
orang lanpa membedakan
ras, jenis kelamin, bahasa,
atau agama.® :

Di sini digambarkan ke-
pada kita secara eksplisit kai-
tan HAM dengan stabilitas
dan kesejahteraan yang diper-
lukan untuk hubungan damai
dan bersahabat di antara
bangsa-bangsa yang berdasar-
kan saling hormat pada prin-
sip kesamaan hak. Penghor-
matan serta kepatuhan seja-
gat pada HAM dan kebeba-
san-kebebasan semua orang
tanpa membedakan ras, jenis
kelamin, bahasa, dan agama.
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Tantangan Konsep Univer-
salitas HAM

Di dunia ini kekejaman
manusia terhadap manusia
lainnya selalu ada di mana-
mana, tetapi secara eksplisit
jarang disetujui oleh kebuda-
yaan, mengingat tradisi buda-
va di dunia mempunyai pan-
dangan yang berbeda. Perbe-
daan kebudayaan tidaklah
menjadi persoalan, melainkan
negara moderen yang mem-
promosikan HAM kepada ne-
gara yang mempunyai buda-
ya yang berbeda akan men-
datangkan kendala tersendiri.

Di sini tampak tantangan
terhadap konsep HAM yang
bercirikan universal. Dengan
kebudayaan yang dimobilisa-
si, maka timbul diberinya hak
istimewa pada kedaulatan ne-
gara untuk membenarkan ke-
bijakan lokal. Semua peme-
rintah akan menginginkan ke-
leluasaan maksimal di dalam
negeri, sementara dibatasinya
paham HAM secara lokal
akan menghadapi tekanan-te-
kanan dari luar negeri.

HAM vyang mendasar
adalah yang sifatnya univer-
sal, ditentukan oleh kebuda-
yaan dan sejarah serta kondisi
sosial ekonomi yang berbeda
di tiap-tiap negara serta pene-
rapannya di dalam konteks
nasional berada dalam wewe-
nang dan tanggung jawab
masing-masing negara.

Agaknya komunike ini
memperoleh dukungan dalam
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Deklarasi Bangkok Tahun
1993 tentang HAM: /Negara-
negara menekankan prinsip
menghormali kedaulatan nasi-
onal dan integritas teritorial
serta prinsip untuk tidak men-
campuri urusan dalam negeri
negara lain, dan tidak akan
mempergunakan hak-hak asa-
si manusia sebagai sarana un-

tuk melakukan penekanan po-
litik®

Pandangan Indonesia ter-
hadap Universal Declarati-
on of Human Right 1948

Pemerintah Indonesia te-
lah mempunyai komitmen un-
tuk memberikan perlindungan
HAM dengan dibentuknya
Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (Komnas HAM) pada
1993. Sejak itu Indonesia me-
masuki babak baru dalam
urusan perlindungan HAM.
Indonesia seolah memperoleh
kekuatan baru untuk melihat
berbagai pelanggaran HAM di
sekelilingnya dan bagaimana
menghadapi serta menyelesai-
kannya.’

Tuntutan dan desakan
masyarakat untuk mengang-
kat isu HAM telah mendapat
respons luas dan menjadi sa-
lah satu agenda reformasi. Se-
jalan dengan itu Majelis Per-
musyawaratan Rakyat Repu-
blik Indonesia (MPR RI) pada
13 Nopember 1998 telah me-
netapkan Ketetapan No.XVIl
tentang HAM. Pasal 3 TAP
MPR Rl menyebutkan bahwa
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penghormatan, penegakan,
dan penyebarluasan HAM
oleh masyarakat dilaksanakan
melalui gerakan kemasyaraka-
tan atas dasar kesadaran dan
tanggung jawab sebagai war-
ganegara dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Penjabaran TAP MPR RI No.
XVII tahun 1998 di atas, ke-
mudian ditindaklanjuti de-
ngan dikeluarkannya Undang-
Undang No. 39 Tahun 1999
tanggal 23 September 1999
tentang HAM.

Adapun dasar pemikiran
pembentukan UU tersebut an-
tara lain untuk melindungi,
mempertahankan, dan me-
ningkatkan martabat manusia,
diperlukan pengakuan dan
perlindungan HAM. Karena
tanpa hal tersebut manusia
akan kehilangan sifat dan
martabatnya, sehingga dapat
mendorong manusia menjadi
serigala bagi manusia lainnya
(homo homini lupus)® De-
ngan demikian, menunjukkan
bahwa: Indonesia  sangat
menaruh perhatian terhadap
HAM. Pemerintah berkewa-
jiban bertanggung jawab un-
tuk menjamin terselenggara-
nya penghormatan, perlindu-
ngan, dan penegakan HAM.

Pandangan Islam terhadap
Konsep HAM

Pada dasamya Islam
mengajarkan umatnya agar
mendidik diri sendiri dan ma-
syarakat untuk menghormati
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dan menghargai sesama, se-
bagaimana yang diteladani
Allah terhadap hamba cipta-
an-Nya.
A3 ey et ! Le S Adly
kel e 08B, 2y
Dan sesungguhnya telah Kami
muliakan anak-anak Adam,
Kami angkut mereka di dara-
tan dan lautan, Kami beri me-
reka rezeki dari yang baik-
baik. (QS 17:70)

Dari sini Rasulullah saw
dalam khutbah wada’'nya te-
lah memulai suatu /n#ro dalam
bentuk sfatemen seraya me-
ngajak manusia agar memus-
nahkan bentuk-bentuk diskri-
minasi dan macam-macam
penindasan.
el 348 oSie 3 A A Ll
g,;‘jy:ﬂ} (Q.Y PSL(, ¢L-YL! Ub}i'.")
5 il Wy Jib pomel o g o
Wahai manusia telah lenyap-
lah darimu tradisi Jahilivah
vakni bermegah-megah terha-
dap keturunan. Tiap kamu
adalah dari Adam dan Adam
diciptakan dari tanah. Tiada
vang membedakan antara
bangsa Arab dan non-Arab

" Kecuali taqwa.

Prinsip non-diskriminasi
tidak menghalangi semua per-
lakuan berbeda atas dasar ras,
jenis kelamin, atau agama.
Seseorang tentu akan lebih
menerima tindakan yang da-
pat memuliakan hak orang la-
in daripada yang dapat meru-
sak kesenangan orang lain.

Dalam konteks ini Islam
lebih dahulu memberi landa-
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san hukum tentang HAM. Se-
mentara pada abad ke-14 M
seorang pemikir humanis di
Italia Giovani Pico de la Mi-
randala telah diminta oleh pe-
mimpin gereja untuk memper-
tanggungjawabkan atas ter-
lontarnya ucapan bahwa ma-
nusia mempunyai harkat dan
martabat yang tinggi dan ma-
nusia itu suci.

Dalam mitologi Yunani,
dewa Hermes Trismegistus di-
tanya oleh Asclepius tentang
hal yang sama. Sang dewa di-
tanya, Apakah kiranya yang
harus kita hormati di muka
bumi ini? Dijawab, Manusia.
Itulah bibit prikemanusiaan
dan humanisme di Barat yang
berasal dari Islam.*

Konsep ukhuwah insani-
vah termaktub dalam surat al-
Hujurat 13: ‘
Sty 55 e oSl G U G L
of tslad - By Ll (Sl y
e pede 1O (ST e (S ST
Hai manusia, sesungguhnya
Rami menciptakan kamu ter-
diri atas laki-laki dan perem-
puan dan menjadikan kamu
berbangsa-bangsa dan bersu-
ku-suku supaya kamu saling
kenal-mengenal. Sesungguh-
nya orang yang paling mulia
di antara kamu di sisi Allah
adalah orang yang paling ber-
takwa. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal.

Ayat tersebut memberi-
kan landasan bagi pandangan
kontemporer tentang pluralis-
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me, manusia mempunyai har-
kat dan martabat yang tinggi.

Tinjauan HAM dari Segi
Syariat

Pandangan syariat yang
membatasi HAM dibenarkan
dalam konteks sejarahnya.
Namun, dalam konteks masa
kini agaknya masih dilematik.
Syariat sebagai sistem hukum
praktis tidak dapat menge-
sampingkan konsepsi HAM
yang berlaku pada saat itu
yang harus diterapkan di abad
ke-7 M. Dalam kaitan ini
Khadduri mengatakan, HAM
dalam Islam, sebagaimana
vang diajarkan oleh syariat,
adalah hak istimewa yang ha-
nya dimiliki oleh orang-orang
vang mempunyai kapasitas le-
gal secara penuh. Seseorang
vang memiliki kapasitas terse-
but adalah seorang manusia
dewasa yang bebas dan ber-
keyakinan Islam. Karena itu
non-Muslim dan budak yang
tinggal di negara Islam tidak
mendapatkan lindungan hu-
kum secara penuh atau bah-
kan sama sekali tidak memiliki
kapasitas legal.’

Pandangan Khadduri di
atas jika ditinjau dari aspek
syariat bukan kata final dalam
ajaran Islam, melainkan sebu-
ah formulasi alternatif hukum
publik Islam yang dapat me-
ngeliminasi keterbatasan. Ma-
salah HAM dalam pendeka-
tan hukum Islam agaknya ku-
rang membantu karena ku-
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rang mempedulikan masalah-
masalah perbudakan dan dis-
kriminasi terhadap perempu-
an dan non-Muslim.
Sultan Hussein Taban-
deh berkomentar tentang hal
itu, bahwa dalam syariat dan
DU HAM 1948 terdapat in-
konsistensi hukum, khususnya
berkenaan dengan status pe-
rempuan dan non-Muslim. la
mengatakan, dari sudut pan-
dang Islam, syariatlah yang
harus diperbaharui untuk
mendukung DU HAM 1948
sebagai bagian dari reformasi
hukum Islam. Namun, harus
diingat bahwa pembaharuan
yvang diusulkan tidak boleh
mengenyampingkan legitimasi
Islamnya.'?
Beberapa aturan syariat
vang diskriminatif terhadap
hukum personal:
1.Seorang Muslim laki-laki bo-
leh menikahi perempuan
Kristen atau Yahudi, tetapi
Kristen atau Yahudi tidak
boleh menikahi perempuan
Muslim. Muslim laki-laki dan
perempuan tidak boleh me-
nikah dengan orang kafir.

2.Perbedaan agama merupa-
kan penghalang pewaris.
Karenanya seorang Muslim
tidak boleh mewarisi dari
ataupun mewariskan kepa-
da non-Muslim.

3.Seorang Muslim laki-laki bo-
leh menikahi sampai empat
orang isteri dalam satu wak-
tu, tetapi seorang perempu-
an Muslim hanya boleh me-
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nikahi seorang laki-laki da-
lam satu waktu.

4 Seorang Muslim laki-laki bo-
leh menceraikan isterinya
dengan penolakan sepihak
talag tanpa harus memberi-
kan alasan. Sebaliknya seo-
rang perempuan Muslim ha-
nya dapat mengajukan per-
ceraian atas persetujuan su-
ami.

5.Dalam pewarisan, perempu-
an Muslim menerima bagian
yang lebih sedikit dari Mus-
lim laki-laki dengan tingkat
hubungan yang sama.™®

Jenis-jenis  diskriminasi

berdasarkan kelamin dan aga-
ma di atas merupakan pem-
batasan terhadap universalitas
HAM. Model diskriminasi itu
tetap ada khususnya di nega-
ra-negara Muslim yang se-
dang melancarkan upaya-
upaya reformasi moderen ter-
hadap hukum personal.

Dalam kasus perbuda-
kan syariat menganjurkan
pembebasan budak dengan
berbagai metode. Al-Qur'an
menjelaskan tentang hal itu
dalam surat at-Taubah ayat

60 yang memasukkannya se-

bagai salah satu penerima za-

kat atau shadagah; surat An-

Nisa' ayat 92 dan Al-Muja-

dalah ayat 3 yang mengatur

pembebasan budak. Semua
itu merupakan tindakan mulia
yang mendorong setiap Mus-

lim untuk memenuhi keingi-

nan seorang budak untuk me-

merdekakan dirinya.
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. Al-Quran  membatasi
sumber perbudakan pada ta-
wanan perang. Kemudian me-
nganjurkan agar tawanan-ta-
wanan tersebut dimerdeka-
kan, baik dengan tebusan ma-
upun dengan kemurahan hati
(surat Muhammad ayat 4). Di
sini membuktikan bahwa Is-
lam telah berusaha mengeli-
minasi perbudakan dengan
membatasi pertumbuhannya
bahkan menganjurkan peng-
hapusannya.

Perbudakan dimungkin-
kan untuk dihidupkan kembali
dan dilembagakan sejauh
hak-hak antara tuan dan bu-
dak terlindungi dalam suatu
UU. Sementara Islam mela-
rang perbudakan. Jika diteliti
tidak ada satu ayat pun yang
secara langsung memperbo-
lehkan perbudakan, kecuali
isyarat implikatif. Seperti ke-
tika Al-Qur'an berbicara ten-
tang hak seorang Muslim un-
tuk hidup bersama budak pe-
rempuannya. Di situ Al-Qur
'an dengan jelas mengakui ke-
beradaan budak perempuan.

Dengan tetap mengakui
perbudakan sebagai /embaga
yang dilindungi oleh hukum,
maka syariat melakukan pe-
langgaran terhadap HAM.
Kendatipun syariat membe-
narkan perbudakan bila di-
mungkinkan untuk dihidup-
kan kembali, maka Islam mo-
deren harus mengimplemen-
tasikan ketentuan hukum
yang fundamental untuk me-
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larang perbudakan selama-
nya. Muslim kontemporer pa-
da umumnya menolak pem-
batasan syariat terhadap ke-
bebasan berpendapat, karena
tuntutan hukum Kklasik syariat
tidak dapat dimengerti oleh
Muslim kontemporer.

Penutup

Dari uraian diatas dapat
diambil kesimpulan bahwa
terdapat larangan terhadap
diskriminasi berdasarkan jenis
kelamin, ras, dan agama.Mes-
kipun hal ini tidak menda-
patkan perhatian syariat, teta-
pi konvensi internasional telah
mengakuinya sebagai bagian
dari HAM. Dalam konteks
perbudakan, syariat justru be-
rusaha membebaskannya via
berbagai sistem untuk me-
ningkatkan derajat dan marta-
bat mereka. Dengan demikian

mendorong setiap Muslim
berkeinginan untuk memerde-
kakan para budak.
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